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ABSTRAK 

Amelia, Atika (2023): “Analisis Pendapat Masyarakat Desa Pongkar 

Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun Terhadap 

Keharusan Perceraian di Depan Sidang Pengadilan 

(Tinjauan Maqashid syari’ah)”. 

Perceraian atau talak adalah lepasnya ikatan perkawinan antara suami dan 

isteri. Tidak sedikit yang menafikan proses hukum sebelum menjatuhkan talak. 

Beberapa masyarakat dengan mudah mengikrarkan talak kepada isterinya tidak di 

depan sidang Pengadilan. Dalam hal ini penyusun meninjau dengan pendekatan 

Maqashid Syari‟ah  yang diharapkan pada akhirnya akan memberikan kepastian 

hukum terhadap pendapat masyarakat tentang keharusan perceraian di depan 

sidang Pengadilan. 

Hal yang dibahas di dalam skripsi ini adalah bagaimana pendapat 

masyarakat Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun tentang praktek 

keharusan perceraian di depan sidang pengadilan, dan bagaimana tinjauan 

maqashid syari‟ah terhadap keharusan perceraian di depan sidang pengadilan 

menurut pendapat masyarakat Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten 

Karimun. Penelitian yang digunakan dalam penyusunan ini tergolong jenis 

penelitian lapangan atau metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan 

data yang diperoleh dengan cara wawancara, observasi dan sumber-sumber yang 

mendukung. Dari populasi yang tidak diketahui jumlahnya, peneliti mengambil 5 

orang sebagai sampel dengan memilih orang-orang tertentu yang dianggap 

mewakili populasi. 

Dari penelitian yang ada dapat disimpulkan bahwa sebagian masyarakat 

menganggap bahwa praktik perceraian yang mereka lakukan tidak di depan sidang 

Pengadilan ini sah jika dilihat dari sudut pandang Agama. Pendapat masyarakat 

ini tidak sesuai dengan tujuan dari syari‟at untuk menjaga eksistensi dari ad-

daruriyat al-khamsah dalam menjaga agama (hifz ad-din). Melindungi hak-hak 

isteri yang merupakan salah satu upaya untuk menjaga jiwa (hifz an-nafs). 

Kemudian kewajiban dalam memelihara dan menjaga anak untuk hidup hingga 

dewasa (hifz an-nasl), tanggung jawab atas pendidikan anak (hifz al-„aql) dan 

memberikan nafkah kepada isteri selama masa iddah dan anak hingga dewasa 

setelah terjadinya perceraian (hifz al-mal). Dengan demikian pendapat masyarakat 

mengenai perceraian yang dilakukan tidak di depan sidang pengadilan belum 

memenuhi beberapa unsur dari ad-daruriyat al-khamsah yang bertujuan untuk 

menjaga agar dampak buruk dari perceraian tersebut tidak berakibat buruk 

terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam perceraian, terutama isteri dan anak-

anak. 

 

 

Kata kunci: Keharusan Perceraian di Depan Sidang Pengadilan, Perceraian, 

Maqashid Syari’ah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Allah menjadikan manusia dalam berpasang-pasangan guna 

menciptakan ketenangan dan keharmonisan dalam kehidupan ini. 

Keberpasangan manusia bukanlah bersifat kontradiktif antara satu dengan 

yang lain, melainkan bersifat komplementer, yakni saling melengkapi antara 

satu dengan yang lainnya. Dikarenakan konsep keberpasangan inilah manusia 

membangun kehidupan rumah tangga yang tenang, harmonis, serta bahagia. 

Dalam pandangan islam, pernikahan adalah akad yang diberkahi 

seorang laki-laki menjadi halal bagi seorang wanita, dan merupakan salah 

satu perintah agama yang di dalamnya terkandung tujuan untuk menghalalkan 

hubungan suami isteri antara orang yang berlainan jenis (bukan 

mahromnya).
1

Keduannya (suami isteri) memulai perjalanan hidup 

berkeluarga yang panjang, dengan saling cinta, tolong menolong dan 

toleransi. 

Perkawinan adalah ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang 

wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah 

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.
2
 

Perkawinan menurut bahasa yaitu mengumpulkan dan menurut syara‟ yaitu 

                                                             
1
 Mar‟atus Sholohah, Skripsi, “Tata Cara Rujuk Menurut Imam Malik dan Imam Asy-

syafi‟I Serta Relevansinya di Indonesia”, (Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 

2008), h.1-2. 
2
 Dewi Sartika Silalahi, skripsi, Pelaksanaan Perceraian Menurut Kompilasi Hukum 

Islam Pasal 115 Kecamatan Angkola Barat, (Padangsidimpuan, Institut Agama islam Negeri : 

2015), h.1. 



 

 

 
 

2 

akad yang telah terkenal dan memenuhi rukun-rukun serta syarat (yang telah 

ditentukan) untuk berkumpul.
3
 

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang 

sangat kuat atau miitsaaqan ghalidhan untuk mentaati perintah Allah dan 

melaksanakannya merupakan ibadah dengan tujuan untuk mewujudkan 

kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.
4
 

Hukum perkawinan sebagai bagian dari hukum perdata merupakan 

peraturan-peraturan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan hukum serta 

akibat-akibatnya antara dua pihak, yaitu seorang laki-laki dan seorang wanita 

dengan maksud hidup bersama untuk waktu yang lama menurut peraturan- 

peraturan yang ditetapkan dalam undang-undang.
5
 

Salah satu azas dalam undang-undang perkawinan yaitumembentuk 

keluaga yang bahagia dan kekal untuk itu suami isteri perlu saling 

membantudan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan 

kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan 

material.
6
 

Al-Qur‟an menyatakan bahwa Allah menciptakan manusia berpasang-

pasangan dan memberikan kasih sayang diantaranya, sebagaimana firman-

Nya dalam surat Ar-Rum ayat 21:  

                                                             
3
Hafidz Ridho, Skripsi, KeharusanPerceraian di Sidang Pengadilan dalam Pasal 115 

KHI (Tinjauan Maqashid Syari‟ah), (Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta : 2014), h.1. 
4
 Direktorat Jenderal pembinaan kelembagaan agama Islam Departemen Agam RI, Tanya 

jawab Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam, Dasar- dasar 

Perkawinan, h.125. 
5
 Hafidz Ridho, Op.cit, h.1. 

6
 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Semarang: Rajawali Pers, 1995), h.56. 
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نَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحَْْةً اۗنَِّفِيْذٰلِكَ لََٰيٰتٍ وَمِنْ اٰيٰتِو انَْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ انَْ فُسِكُمْ  ازَْوَاجًا لتَِّسْكُنُ وْْٓا الَِي ْهَا وَجَعَلَ بَ ي ْ

﴾ٕٔ﴿لِّقَوْمٍ ي َّتَ فَكَّرُوْنَ   

Artinya:dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 

untukmu isteri-isetri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan 

merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih 

dan sayang. Sesungguhnya pda yang demikian itu benar-benar 

terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. 
7
 

 

Ayat diatas memberikan pemahaman bahwa tujuan pernikahan itu 

adalah untuk mendapatkan ketenangan dalam hidup yang disebut sakinah, 

karena adanya iklim cinta, kasih sayang dan kemesraan.  

Tujuan rumah tangga adalah hidup bahagia dalam ikatan cinta kasih 

suami isteri yang di dasari oleh kerelaan dan keselarasan hidup bersama, atau 

dalam arti lain suami isteri itu hidup dalam ketenangan lahir batin karena 

merasa cukup dan puas atas segala sesuatu yang ada dan yang telah dicapai 

dalam melaksanakan tugas kerumah tanggaan, baik tugas dalam maupun luar, 

yang menyangkut bidang nafkah, seksual, pergaulan antar anggota rumah 

tangga dan pergaulan dalam masyarakat, keadaan rumah tangga seperti ini bisa 

disebut keluarga harmonis. 

Adanya tujuan mulia tersebut beserta komitmen untuk hidup bersama 

selama-lamanya dalam rumah tangga adakalanya tidak dapat terwujud karena 

sebab-sebab tertentu, seperti berkurangnya rasa kasih sayang, tidak adanya 

kecocokan, permasalahan hak dan kewajiban dan hal-hal yang bisa memicu 

timbulnya pertengkaran dalam keluarga. Permasalahan-permasalahan tersebut 

                                                             
7
Departemen Agama RI, Al Qur‟an Al Karim dan Terjemahannya, (Semarang: Toha 

Putra, 1996), h.324. 
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pasti ada dan tidak semua pasangan mampu mengatasinya. Kemudian 

keduabelah pihak (suami dan isteri) berusaha memperbaiki rumah tangga 

namun tidak berhasil, maka pada saat itulah solusi terbaik mereka hanyalah 

perceraian. 

Dalam islam,perceraian pada prinsipnya dilarang, ini dapat dilihat pada 

isyarat Rasulullah SAW, bahwa talak atau perceraian adalah perbuatan yang 

halal dan dibenci Allah. 

( رواه ابو داود  لطَّلََقُ أبَْ غَضُ الَْْلََلِ عِنْدَ اَللََِّّ اَ ) عن ابني عمر قال: قل رسول الله صلى الله عليه وسلم 

 وابن ماجو

Artinya:Dari Ibnu Umar ia berkata: telah bersabda Rasulullah SAW: 

(Suatu perbuatan yang halal yang paling dibenci Allah 

adalahthalaq).(HR. Abu Daud dan Ibnu Majah).
8
 

Berdasarkan Hadits diatas, isyarat tersebut menurut penulis 

menunjukkan bahwa talak atau perceraian merupakan pintu terakhir yang boleh 

ditempuh manakala bahtera rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi 

keseimbangannya. Islam menunjukkan agar sebelum terjadinya talak atau 

perceraian,ditempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak 

maupun dari keluarga masing-masing. 

Seorang suami yang akan menceraikan isterinya tidak bisa langsung 

menceraikan isterinya dengan sesuka hati seperti dalam Fiqih klasik. Yang 

mana menurut pendapat ulama klasik perceraian atau talak itu sah jika sudah 

                                                             
8
Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Terjemah Bulughul Maram, (Jakarta: Pustaka Imam 

Adz-Dzahabi, 1996), h. 525. 
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dijatuhkan oleh suami dengan kesadaran sendiri walau talak tersebut dilakukan 

di luar persidangan. Mayoritas ulama sepakat bahwa perceraian bisa dilakukan 

sesuai kehendak suami, dengan tidak terkait ruang dan waktu. Perceraian bisa 

dilakukan kendati tanpa alasan dan tanpa ada pertimbangan-pertimbangan 

terhadap kondisi perempuan. Hal ini karena  perceraian merupakan hak mutlak 

suami.
9
 Bahkan perceraian terhadap isteri yang masih haidh juga dihukumi sah, 

kendati memiliki konsekuensi tertentu, termasuk dampak buruk terhadap 

keluarga.
10

 

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 115 menegaskan bahwa 

proses pengucapan ikrar talak harus dilakukan di depan persidangan dan 

disaksikan oleh para hakim Pengadilan Agama. Apabila pengucapan talak itu 

dilakukan diluar persidangan, maka talak tersebut dianggap tidak sah dan tidak 

memiliki kekuatan hukum.  

Meskipun Undang-undang sudah mengatur sedemikian rupa cara 

perceraian di Indonesia, namun masih ada pelaku yang tidak mengindahkan 

peraturan yang berlaku, serta masih ada masyarakat yang karena faktor-faktor 

tertentu terpaksa tidak mentaati peraturan perundang undangan yang berlaku. 

Di kalangan masyarakat tidak sedikit yang menafikan proses hukum 

sebelum menjatuhkan talak, suami denganmudah mengucapkan kata cerai 

kepada isterinya tanpa disaksikan oleh hakim Pengadilan Agama, dengan kata 

lain talak tersebut dilakukan di bawah tangan.Dalam masalah ini pihak 

perempuanlah yang paling dirugikan, karena isteri yang ditinggalkan harus 

                                                             
9
Abdulloh Munir, Skripsi, Konsep Perceraian Di Depan Sidang Pengadilan Perspektif 

Maqasid Al-Syari‟ah Ibnu Asyur, (Kediri, Institut Agama Islam Negeri Kediri : 2019), h. 88. 
10

Ibid. 
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menghidupi dirinya dan anaknya tanpa ada lagi suami disisinya. Dampak 

lainnya seperti warisan, hak asuh dan lainnya, sehingga perceraian harus diatur 

agar tidak dilakukan semena-mena. Tetapi realitanya beberapa pasangan yang 

bercerai di Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun tidak 

melaksanakan aturan tersebut padahal mereka mengetahui bahwasanya 

perceraian itu harus dilakukan di depan Pengadilan. 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merasa tertarik untuk 

melakukan sebuah penelitian dengan judul “ANALISIS PENDAPAT 

MASYARAKATDESAPONGKAR KECAMATAN TEBING 

KABUPATEN KARIMUN TERHADAP KEHARUSAN PERCERAIAN 

DI DEPAN SIDANG PENGADILAN (TINJAUAN MAQASHID 

SYARI’AH)”. 

 

B. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini mencapai sasaran yang diinginkan dan tepat, maka 

penulis membatasai masalah dalam penelitian ini yaitu menurut tinjauan 

maqashid syari‟ah. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah diatas, maka timbul 

beberapa permasalahan yang akan diteliti, yaitu : 

1. Bagaimana pendapat masyarakat Desa Pongkar Kecamatan TebingKabupaten 

Karimun tentang praktek keharusan perceraian di depan sidang pengadilan? 
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2. Bagaimana tinjauan maqashid syari‟ah terhadap keharusan perceraian di depan 

sidang pengadilan menurut pendapat masyarakat Desa Pongkar Kecamatan 

Tebing Kabupaten Karimun? 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini, adalah : 

1. Untuk mengetahuipendapat masyarakat Desa Pongkar Kecamatan Tebing 

Kabupaten Karimun tentang praktek keharusan perceraian di depan 

sidang pengadilan. 

2. Untuk mengetahui tinjauan maqashid syari‟ah terhadap aturan hukum 

keharusan perceraian di depan sidang pengadilan menurut pendapat 

masyarakat Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun. 

Adapun kegunaan penelitian adalah : 

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap agar penelitian ini 

nantinya mampu memberikan sumbangsih pemikiran dan khazanah ilmunya. 

Secara spesifik manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua kategori : 

1. Secara teori : 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu penambahan 

pengetahuan dan keilmuan yang berkaitan dengan keharusan perceraian di 

depan sidang pengadilan. 

2. Secara praktis 

  Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi para 

praktis hukum, masyarakat umum dan peneliti lain dalam mengkaji 

masalah keharusan perceraian di depan sidang pengadilan. 
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E. Sistematika Penulisan 

Untuk mengarahkan alur pembahasan secara sistematik dan 

mempermudah bahasa serta pemahaman, maka suatu karya ilmiah yang bagus 

memerlukan sistematika. Hal ini akan menjadikan karya ilmiah tersebut 

mudah difahami dan tersusun rapi. Dalam penyusunan isi penelitian ini, maka 

penulisannya dilakukan berdasarkan sistematika pembahasan sebagai berikut: 

BAB I :  PENDAHULUAN 

  Pada bab ini berisi tentang pendahuluan yang membahas 

mengenai latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II:  LANDASAN TEORI INI BERISI TINJAUAN UMUM 

  Landasan teori ini berisi tinjauan umum tentang pengertian 

perceraian, dasar hukum perceraian, rukun dan syarat perceraian, 

bentuk-bentuk perceraian,serta definisi dan macam-macam 

maqashid syari‟ah. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

  Bab ini membahas tentang jenis dan lokasi penelitian,subjek dan 

objek penelitian,populasi dan sampel,sumber data,teknik analisa 

data,dan teknik penulisan. 

BAB IV :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  pada bab ini merupakan pembahasan dari hasil penelitian yang 

menjelaskan pendapat masyarakat Desa Pongkar kecamatan 

Tebing kabupaten Karimun terhadap keharusan perceraian di 

depan sidang pengadilan, Tinjauan Maqashid Syari‟ahterhadap 
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keharusan perceraian di depan sidang pengadilan menurut 

pendapat masyarakat Desa Pongkar kecamatan Tebing kabupaten 

Karimun. 

BAB V:  KESIMPULAN DAN SARAN 

  Pada bab ini merupakan tahap akhir dari penulisan skripsi yang 

berisi kesimpulan-kesimpulan penelitian dari awal sampai akhir, 

dalam skripsi ini juga terdiri dari saran-saran penulis tentang 

persoalan  dalam penelitian skripsi ini. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Perceraian Menurut Hukum Islam 

a. Pengertian Perceraian 

Perceraian berasal dari kata cerai, yang berarti pisah, putus 

hubungan sebagai suami isteri dan talak, sedangkan kata talak sama 

dengan cerai, kata menalak berarti menceraikan.
11

 Kata talak berasal dari 

bahasa arab itlaq, artinya melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah 

agama, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau rusaknya 

hubungan perkawinan.
12

 

 Secara etimologi berarti, membuka ikatan, baik ikatan nyata seperti 

ikatan kuda atau ikatan tawanan atau ikatan ma‟nawi seperti ikatan 

pernikahan yaitu antara suami dan isteri. Menurut syara‟ yang dimaksud 

talak ialah memutuskan tali perkawinan yang sah, baik seketika atau 

dimasa mendatang oleh pihak suami dengan mengucapkan kata-kata 

tertentu atau cara lain yang menggantikan kedudukan kata-kata 

tersebut.
13

 

  

                                                             
11

 Saeful Anwar, Skripsi, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Atas Kehendak 

Orang Tua, (Semarang, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang : 2015), h.19. 
12

Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqh Munakahat 2,(Bandung: Pustaka Setia, 1999), h.9. 
13

Febry Saputra, Skripsi, Analisis Hukum Islam Terhadap Perceraian Dengan Alasan 

Suami Masih Menjalin Komunikasi dengan Mantan Isteri Dan Anaknya, (Lampung, Universitas 

Islam Negeri Raden Intan Lampung: 2020), h.15. 



 

 

 
 

11 

Menurut hukum islam talak dapat berarti:
14

 

a. Menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi keterikatannya 

dengan ucapan tertentu. 

b. Melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami 

isteri. 

c. Melepaskan ikatan akad perkawinan dengan ucapan talak atau yang 

sepadan dengan itu. 

b. Dasar Hukum Perceraian 

Adapun yang menjadi dasar hukum talak adalah al-Qur‟an dan Hadits. 

1. Q.S Al-Baqarah: 229 

 بِِِحْسَانٍ ۗ وَلََ يََِلُّ لَكُمْ اَنْ تََْخُذُوْا مَِّآْ 
ٌۢ
 بِعَْرُوْفٍ اوَْ تَسْريِْح 

ٌۢ
تُمُوْىُنَّ الَطَّلََقُ مَرَّتٰنِ ۖ فَاِمْسَاك  اٰتَ ي ْ

اَفَآْ  الََّ يقُِيْمَا حُدُوْدَ اللَِّّٰ ۗ فَاِنْ خِفْتُمْ الََّ يقُِيْمَا حُدُوْدَ اللَِّّٰ ۙ فَلََ  شَيْ  اً اِلََّ اَنْ يََّّ
كَ ىُمُ جُنَاحَعَلَيْهِمَافِيْمَاافْ تَدَتْبِو ۗ تلِْكَ حُدُوْدُ اللَِّّٰ فَلََ تَ عْتَدُوْىَا وَۚمَنْ ي َّتَ عَدَّ حُدُوْدَ اللَِّّٰ فَاوُ  ىِٕ
ٰۤ
لٰ

﴾۹ٕٕالظّٰلِمُوْنَ ﴿  
Artinya: Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) 

menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik.Tidak halal 

bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan 

kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir 

tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah.Jika kamu 

(wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan 

hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran 

yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya.Itulah 

hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. 

Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah 

orang-orang zalim.(Al-Baqarah/2: 229)
15

 

 

  

                                                             
14

Zahri Hamid, Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan 

di Indonesia, (Jakarta: Bina Cipta, 1996), h.73.   
15

Departemen Agama RI, Al Qur‟an Al Karim dan Terjemahannya, (Semarang: Toha 

Putra, 1996), h. 28. 
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2. Q.S At-Thalaq ayat 1 

ةَۚ  تِِِنَّ وَاَحْصُوا الْعِدَّ ءَ فَطلَِّقُوْىُنَّ لِعِدَّ
يَ ُّهَا النَّبُِّ اِذَا طلََّقْتمُُ النِّسَاٰۤ َ رَبَّكُمْۚ لََ تُُْرجُِوْىُنَّ يْٰٰٓ وَات َّقُوا اللَّّٰ

تِْيَْْ بِفَاحِشَةٍ مُّبَ يِّنَةٍۗ وَتلِْكَ حُدُوْدُ اللَِّّٰ وَۗمَنْ ي َّ   بُ يُ وْتِِِنَّ وَلََ يََّْرُجْنَ اِلََّْٓ انَْ يََّّ
تَ عَدَّ حُدُوْدَ اللَِّّٰ مِنٌْۢ

َ يَُْدِثُ  للَّّٰ ﴾ٔبَ عْدَ ذٰلِكَ امَْرًا ﴿ فَ قَدْ ظلََمَ نَ فْسَوۗ لََتَدْريِْ لَعَلََّ  

Artinya: Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteriisterimu Maka 

hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat 

(menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu 

iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah 

kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah 

mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan 

perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka 

Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya 

sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan 

sesudah itu sesuatu hal yang baru.
16

 

 

3. Q.S Al-Baqarah ayat 227 

َ سََِيْع  عَلِيْم  ﴿ ﴾ ۷ٕٕوَاِنْ عَزَمُوا الطَّلََقَ فَاِنَّ اللَّّٰ  
Artinya: Dan jika mereka ber‟azam (bertetap hati untuk) talak, maka 

sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha 

mengetahui.
17

  

4. Q.S Al-Baqarah ayat 231 

ءَ فَ بَ لَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَامَْسِكُوْىُنَّ بِعَْرُوْفٍ اوَْ سَرّحُِوْىُنَّبِمَعْرُوْفٍۗ وَلََ 
وَاِذَا طلََّقْتُمُ النِّسَاٰۤ

ظلََمَ نَ فْسَو ۗ وَلََ تَ تَّخِذُوْْٓا اٰيٰتِ اللَِّّٰ ىُزُوًا تُِْسِكُوْىُنَّ ضِرَارًا لتَِّ عْتَدُوْا ۚ وَمَنْ ي َّفْعَلْ ذٰلِكَ فَ قَدْ 

نَ وَّاذكُْرُوْا نعِْمَتَ اللَِّّٰ عَلَيْكُمْ وَ  َ مَآْ انَْ زَلَ عَلَيْكُمْ مِّ وَات َّقُوا اللَّّٰ
الْكِتٰبِ وَالِْْكْمَةِ يعَِظُكُمْ بِِۗ

َ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْم  ﴿ ﴾ٖٕٔوَاعْلَمُوْْٓا اَنَّ اللَّّٰ  

                                                             
16

Ibid, h. 445. 
17

Ibid, h. 28 
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Artinya: Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai 

(akhir) idahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, 

atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik (pula). Dan 

janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk 

menzalimi mereka. Barangsiapa melakukan demikian, maka dia 

telah menzalimi dirinya sendiri. Dan janganlah kamu jadikan 

ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah 

kepada kamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepada kamu 

yaitu Kitab (Al-Qur'an) dan Hikmah (Sunnah), untuk memberi 

pengajaran kepadamu. Dan bertakwalah kepada Allah dan 

ketahuilah bahwa Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
18

 

 

5. Hadits Nabi Muhammad SAW 

  Dalam sebuah Hadits menjelaskan bahwa meskipun talak itu halal, 

tetapi sesungguhnya perbuatan itu dibenci oleh Allah SWT. Rasulullah 

SAW bersabda:  

( رواه ابو داود  أبَْ غَضُ الَْْلََلِ عِنْدَ اَللََِّّ الَطَّلََقُ ) عن ابني عمر قال: قل رسول الله صلى الله عليه وسلم 

ماجو وححو الْاكم, ورجح ابو حاتم ارسالووابن   

Artinya: DariIbnu Umar ia berkata: telah bersabda Rasulullah SAW:  

(Perkara halal yang sangat dibenci Allah ialah Thalaq). 

diriwayatkan-dia oleh Abu Daud dan Ibnu Majah, dan di 

shahkan-dia oleh Hakim dan rajihkan oleh Abu Hatim 

kemursalahnya.
19

 

 

ل طلق إمرأتو ثلَث تطليقات جميعا فقام جعن راللهعن محمودبن لبيد قال: أخبر رسول

تعلى وأن بيْ أظهر كم حتى قام رجل فقل: الله غضبان ثم قل: أيلعب بكتاب 

رواه النسائ ورواتو موثقون -قتلو ؟ أالَ الله ! يٰرسول  

Artinya: Diriwayatkan dari Mahmud bin Labid, dia berkata, “Rasulullah 

diberi tahu bahwa ada seorang laki-laki menceraikan isterinya 

dengan talak tiga sekaligus. Rasulullah marah, lalu berdiri 

seraya bersabda,”apakah dia hendak mempermainkan kitabullah, 

                                                             
18

Ibid, h. 29. 
19

Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Terjemah Bulughul Maram, (Jakarta: Pustaka Imam 

Adz-Dzahabi, 1996), h. 525. 
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sedangkan aku masih hidup diantara kalian?”. Kemudian 

seorang laki-laki berdiri dan berkata, “wahai Rasulullah 

bagaimana jika orang itu aku bunuh?” Hadits riwayat Nasa‟i, 

para perawi tersebut dapat dipercaya.
20

 

 

 Dari Hadits-hadits di atas menunjukkan bahwa tidak setiap perkara 

yang halal itu disukai oleh agama. Ini juga menunjukkan bahwa Islam 

sangat berkeinginan agar kehidupan berumah tangga selalu tenteram dan 

terhindar dari keretakan. 

 Selain dari al-Qur‟an dan Hadits, dasar hukum perceraian juga 

terdapat pada Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum 

Islam, sebagai berikut:  

a) Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang 

pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak 

berhasil mendamaikan kedua belah pihak.” 
21

 

b) Kompilasi Hukum Islam  

Pasal 113: “Perkawinan dapat putus karena: a. kematian, b. 

perceraian dan c. atas putusan pengadilan.”  

Pasal 114: “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian 

dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.”  

                                                             
20

Ibid, h. 527. 
21

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. 
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Pasal 115: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang 

Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan 

tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
22

 

 Dalam pandangan para ulama perceraian mempunyai beberapa 

macam hukum sesuai dengan keadaan dan masalah yang dihadapi oleh 

keluarga tersebut, adakalanya wajib, haram, mubah, makruh, dan 

adakalanya sunnah. 

1. Talak wajib, yaitu talak yang dijatuhkan oleh pihak hakam 

(penengah) karena perpecahan antara suami isteri yang sudah sangat 

berat. Jika hakam berpendapat hanya talak lah jalan satu-satunya 

untuk mengatasi perpecahan. Talak yang hukumnya wajib adalah 

bagi seorang suami yang meng-ila‟ isterinya (bersumpah tidak akan 

mengauli isterinya lebih dari empat bulan) setelah masa 

penangguhannya selama empat bulan sudah habis, jika ia enggan 

kembali kepada isterinya. Hakim berwenang untuk memaksanya 

agar mentalak isterinya pada keadaan ini atau hakim yang 

menjatuhkan talak tersebut. 

2. Talak haram, yaitu suami yang mentalak isterinya dalam keadaan 

haid atau isteri sudah suci tetapi sudah dicampuri lagi oleh suaminya. 

3. Talak mubah, yaitu ketika suami (berhajat) atau mempunyai alasan 

untuk menalak isterinya. Seperti karena suami tidak mencintai 

isterinya, atau karena akhlak dan kelakuan buruk yang ada pada 

                                                             
22

Direktorat Jenderal pembinaan kelembagaan agama Islam Departemen Agam RI, Tanya 

jawab Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam, Dasar- dasar 

Perkawinan, h. 155. 
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isteri sementara suami tidak sanggup untuk bersabar kemudian 

menceraikannya.  

4. Talak sunnah, yaitu talak yang dilakukan pada saat isteri 

mengabaikan hak-hak Allah SWT yang telah diwajibkan kepadanya, 

misalnya shalat, puasa dan kewajiban lainnya, sedangkan suami 

sudah tidak sanggup lagi memaksanya. Atau isterinya sudah tidak 

lagi menjaga kehormatan dan kesucian dirinya. 

5. Talak makruh, yaitu talak yang dilakukan tanpa adanya tuntutan dan 

kebutuhan. Seperti suami yang menjatuhkan talak kepada isteri yang 

saleh dan berakhlak yang baik, karena hal demikian bisa 

mengakibatkan isteri dan anaknya terlantar dan akan menimbulkan 

kemudaratan.
23

 

c. Syarat dan Rukun Perceaian 

1. Syarat Perceraian 

1) Ikatan Suami Isteri 

Syarat jatuhnya talah adalah terjadinya ikatan suami isteri, 

jika tidak terjadi ikatan suami isteri maka tidak sah talaknya. 

Yang tidak menyebabkan terjatuhnya talak ada empat yaitu:  

a) Anak kecil 

b) Orang gila 

c) Orang yang tidur 

                                                             
23

 Himatu Rodiah, Hukum Perceraian Untuk Wanita Islam,(Tanggerang: Lembar Pustaka 

Indonesia, 2015), h.34.  
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d) Dan orang yang mabuk. 
24

 

2) Baligh  

Seorang yang menjatuhkan talak harus mumayyiz, anak 

kecil tidaklah dapat menjatuhkan talak. Baligh merupakan 

istilah dalam Hukum Islam yang menunjukkan bahwa seseorang 

telah mencapai kedewasaan. Baligh diambil dari kata bahasa 

Arab yang secara bahasa memiliki arti sampai, maksudnya telah 

sampai usia seseorang pada tahap kedewasaan. 

3) Berakal Sehat 

Yang dimaksud dengan berakal sehat adalah seorang suami 

yang menjatuhkan talak kepada istrinya dalam keadaan sehat. 

Oleh karena itu, orang gila tidak sah talaknya, baik kegilaannya 

terus menerus maupun hanya sewaktu-waktu diakibatkan oleh 

penyakit. Bukan hanya gila saja, tetapi tidur pun termasuk 

kategori yang tidak bisa mensahkan talak. 

2. Rukun Perceraian 

Pada dasarnya rukun perceraian terbagi menjadi tiga, yaitu: 

1) Suami, selain suaminya isteri yang ditalak tidak dapat mentalak. 

2) Isteri, yaitu orang yang berada di bawah perlindungan suami 

dan ia adalah objek mendapatkan talak. 

3) Sighat, yaitu lafadz yang menunjukkan adanya talak, baik itu 

diucapkan secara terang-terangan maupun dilakukan secara  

 

                                                             
24

Fuad Zaid, Perceraian Menurut Hukum Islam, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994), h. 3 
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sendirian dengan syarat harus disertai dengan adanya niat
25

 

d. Bentuk-Bentuk Perceraian 

1) Talak  

Perceraian yang datangnya dari suami ini disebut dengan 

talak. Perceraian dengan cara talak mutlak sepenuhnya dari laki-

laki. Talak itu sendiri terdiri dari beberapa macam, yaitu sebagai 

berikut :  

a. Dilihat dari segi dapat tidaknya talak tersebut dirujuk  

a) Talak Raj‟i  

Talak raj‟i yaitu talak dimana suami masih mempunyai hak 

untuk merujuk kembali isterinya, setelah talak itu ditajuhkan 

dengan lafal-lafal tertentu, dan isteri benar-benar sudah digauli.
26

 

Menurut Sayyid Sabiq, Talak raj‟i yaitu talak yang 

dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang telah dikumpulinya 

betul-betul, yang ia jatuhkan bukan sebagai ganti dari mahar yang 

dikembalikannya dan sebelumnya belum pernah ia menjatuhkan 

talak kepadanya sama sekali atau baru sekali saja. Hukum talak 

raj‟i ialah tidak melarang bekas suami berkumpul dengan bekas 

istrinya, sebab akad perkawinannya tidak hilang, tidak 

menghilangkan hak (pemilikan) dan tidak mempengaruhi 

hubungannya yang halal (kecuali persetubuhan).
27

 

                                                             
25

Syaikh Kamil Muhammad Uaidah, Fikih wanita, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1996), h. 

437. 
26

 Slamet Abidin dan Aminuddin,Op.Cit,h.17.  
27

 Maria Ulfa, Tesis, Tinjauan Hukum Islam Tentang Perceraian di Luar Pengadilan dan 

Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak, (Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan 

Lampung: 2020), h.27. 
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Talak sekalipun mengakibatkan perpisahan tetapi tidak 

menimbulkan akibat-akibat hukum selanjutnya, selama masih 

dalam masa iddah istrinya. Hanyalah segala akibat hukum talak 

baru berjalan sesudah habis masa iddahnya, jika tidak ada rujuk.
28

 

b) Talak Ba‟in 

Talaq Ba‟in adalah talaq yang tidak memungkinkan suami 

rujuk kepada bekas isteri, kecuali dengan melakukan akad nikah 

baru.
29

 

Fuqaha telah sependapat bahwa talak yang mengakibatkan 

talak ba‟in pada orang merdeka adalah tiga kali, jika dijatuhkan 

secara terpisah-pisah (tidak dalam satu waktu).
30

 Berdasarkan 

firman Allah swt dalam Q.S. Al-Baqarah /2 : 229: 

 الَطَّلََقُ مَرَّتٰن

Artinya:“Talak (yang dapat dirujuki) itu dua kali...” (Al-

Baqarah/2: 229).
31

 

Fuqaha sependapat bahwa talak ba‟in terjadi karena belum 

terdapatnya pergaulan suami isteri karena adanya bilangan talak 

tertentu, atau adanya penerimaan ganti pada khulu‟.
32

 

Disebutkan dalam fiqh sunnah yang diterjemahkan oleh 

Moh. Tholib bahwa talak ba‟in ada dua macam, yaitu:  

                                                             
28
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29
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a) Talak Ba‟in Sughro 

Talak Ba‟in Sughro yaitu talak yang terjadi kurang dari 

tiga kali, keduanya tidak rujuk dalam masa iddah, akan tetapi 

boleh dan bisa menikah kembali dengan akad nikah baru.
33

 

Talak bai‟n sugra begitu diucapkan dapat memutuskan 

hubungan suami isteri. Karena ikatan perkawinannya telah 

putus, maka isterinya kembali menjadi oang asing bagi 

suaminya.  

b) Talak Ba‟in Kubro 

Talak Ba‟in Kubro ialah talak yang terjadi sampai tiga 

kali penuh dan tidak ada rujuk dalam masa iddah maupun 

dengan nikah baru, kecuali dalam talak tiga sesudah ada 

tahlil.
34

 

Hukum talak ba‟in kubro sama dengan hukum talak 

ba‟in sughro yaitu memutuskan tali perkawinan dan telah 

digaulinya, tanpa ada niat tahlil kemudian bercerai. Allah swt 

berfirman dalam Q.S. al-Baqarah /2: 230: 

فَاِنْ طلََّقَهَا فَلََ تََِلُّ لَو مِنٌْۢ بَ عْدُ حَتىّٰ تَ نْكِحَ زَوْجًا غَيْ رَه ۗ فَاِنْ طلََّقَهَا فَلََ جُنَاحَ 

مٍ عَلَيْهِمَآْ اَنْ ي َّتَ رَاجَعَآْ اِنْ ظنََّآْ انَْ يُّقِيْمَا حُدُوْدَ اللَِّّٰ ۗ وَتلِْكَ حُدُوْدُ اللَِّّٰ يُ بَ يِّنُ هَا لِقَوْ 

﴾ ٖٕٓ﴿ ي َّعْلَمُوْنَ   

                                                             
33

Ibid. 
34

 Ibid.,h.36 
 



 

 

 
 

21 

Artinya:“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak 

yang ke dua), Maka perempuan itu tidak lagi halal 

baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. 

Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, 

Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami 

pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika 

keduanya berpendapat akandapat menjalankan 

hukum-hukum Allah. ...”
35

(Al-Baqarah/2 : 230). 

 

b. Dilihat dari segi waktu  

Dilihat dari segi keabsahannya Thalaq ada dua macam, 

thalaq sunni dan thalaq bid‟i. 

a) Thalaq Sunni 

Thalaq sunni adalah talak yang dibolehkan dan jatuh 

menurut tuntutan syara‟. Thalaq sunni dijatuhkan satu kali oleh 

suami atau isteri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam 

waktu suci tersebut.
36

 Menurut firman Allah: 

 بِعَْرُوْفٍ اوَْ تَسْريِْح ٌۢ بِِِحْسَانٍ ۗ الَطَّلََقُ مَرَّتٰنِ ۖ
ٌۢ
فَاِمْسَاك   

Artinya: thalaq (yang dapat dirujuk) itu dua kali. Setelah itu dapat 

dirujuk lagi dengan cara yang ma‟ruf atau menceraikan 

dengan cara yang baik.
37

(Al-Baqarah/2: 229). 

 Artinya, bahwa thalaq yang disyari‟atkan itu hanya sekali, 

kemudian dirujuk, kemudian sekali lagi lantas rujuk lagi, 

kemudian suami boleh memilih rujuk lagi atau melepaskan 

dengan cara yang baik. 
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ءَ فَطلَِّقُوْىُنَّ لِعِدَّتِِِنَّ وَ 
يَ ُّهَا النَّبُِّ اِذَا طلََّقْتمُُ النِّسَاٰۤ اَحْصُوا الْعِدَّةَۚ يْٰٰٓ  

Artinya: hai nabi, apabila kamu akan menceraikan isteri-isterimu 

maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu 

mereka (menghadapi „iddahnya).
38

(Ath-Thalaq/ 65: 1). 

 Artinya, apabila akan isteri hendaknya pada saat yang 

memungkinkan isteri ber‟iddah, yaitu setelah bersih atau suci dari 

haid atau nifas, sebelum disetubuhi. 

Hikmahnya ialah bahwa perempuan itu apabila diceraikan 

sewaktu haid tidak langsung memasuki „iddah karena „iddahnya 

akan bertambah panjang, karena sisa waktu haidnya tidak 

dihitung dan hal ini akan merugikan pihak isteri, apabila 

diceraikan pada saat sedang suci kemudian dicampuri pada saat 

suci tersebut, maka ia tidak tahu apakah ia hamil atau tidak, ia 

tidak tahu „iddah mana yang harus dipegangi, „iddah suci atau 

sampai ia melahirkan anaknya. 

b) Thalaq bid‟i 

Thalaq bid‟i adalah Thalaq yang bertentangan dengan 

syara‟. Yaitu thalaq yang dijatuhkan pada waktu isteri dalam 

keadaan haid, atau isteri dalam keadaan suci tetapi sudah 

dicampuri pada waktu suci tersebut.
39

 

Termasuk Thalaq bid‟i apabila seorang laki-laki 

menceraikan isterinya dengan thalaq tiga, dengan satu kalimat 
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atau dengan tiga kali thalaq yang terpisah-pisah dalam satu 

tempat. Misalnya dengan mengatakan kepada isterinya: “Engkau 

saya talak, engkau saya talak, engkau saya talak”. 

Para ulama sependapat bahwa thalaq bid‟i ini haram, bila 

dikerjakan berdosa. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa 

thalaq ini dapat jatuh, beralasan dengan alasan-alasan berikut: 

1. Bahwa thalaq bid‟i ini masih termasuk dalam makna ayat 

yang umum. 

2. Berdasarkan pernyataan Ibnu Umar r.a sewaktu ia 

menceraikan isterinya yang sedang haid, kemudian 

Rasulullah SAW menyuruhnya untuk rujuk. Adanya rujuk 

menunjukkan bahwa perbuatan Ibnu Umar sebelumnya 

dianggap thalaq. 

 

B. Maqashid Syari’ah 

a. Definisi Maqashid Syari’ah 

 Secara etimologi maqashid syariah merupakan istilah gabungan 

dari dua kata maqashid dan al syariah. Maqashid adalah bentuk plural 

dari maqsud, qasd, maqsid atau qusud yang merupakan derivasi dari kata 

kerja qasada yaqsudu, dengan beragam makna seperti menuju suatu arah, 

tujuan, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan kekurangan. 

Sedangkan kata syari‟ah secara etimologi berasal dai kata syara‟a, 

yasyu‟u, syar‟an yang beati membuat syari‟at atau undang-undang, 

meneangkan serta menyatakan. Dikatakan syara‟a lahum syar‟an berarti 
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ia telah menunjukkan jalan kepada mereka atau bermakna sanna yang 

berarti menunjukkan jalan atau peraturan.
40

 

 Secara terminologi maqashid syari‟ah berarti tujuan Allah dan 

Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum islam. Tujuan itu dapat 

ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur‟an dan Sunnah Rasulullah sebagai 

alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada 

kemaslahatan umat manusia.
41

 

 Kebanyakan definisi maqashid al-syari‟ah yang kita dapati 

sekarang ini, lebih banyak dikemukakan oleh ulama-ulama kontemporer, 

seperti Thahir ibn „Asyur yang membagi maqashid menjadi dua bagian; 

„am dan khash. Untuk yang pertama ia mengartikannya sebagai berikut: 

“Hikmah dan rahasia serta tujuan diturunkannya syari‟at secara umum 

dengan tanpa mengkhususkan diri pada satu bidang tertentu (seperti 

sholat, puasa dan sebagainya)”.
42

 Sementara untuk yang kedua ia 

memaknainya sebagai “Seperangkat metode tertentu yang dikehendaki 

oleh syar‟i (Allah) dalam rangka merealisasikan kemaslahatan manusia 

dalam beberapa bidang tertentu (seperti untuk melestarikan keturunan 

dan menjaga hati manusia dengan disyariatkanya nikah, menjaga 

mudharat yang berkelanjutan dengan diberikan pilihan untuk cerai, dan 

sebagainya)”.
43
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  Allal al-Fasi salah satu ulama maqashid kontemporer memberikan 

definisinya sebagai berikut: “Tujuan dari syariat dan rahasia-rahasia 

diberlakukannya syariat yang mencangkup keseluruhan produk 

hukumnya”.
44

 Sementara Ahmad Raisuni memaknainya sebagai “Tujuan-

tujuan diturunkannya syariat untuk merealisasikan kemaslahatan seorang 

hamba.”
45

 Dengan demikian dapat diambil kesimpulan, al-maqashid al-

syar‟iyyah adalah makna dan tujuan yang dikehendaki syara‟ dalam 

mensyariatkan suatu hukum, baik secara umum maupun secara khusus, 

bagi kemaslahatan umat manusia.  

 Inti dari pada teori maqashid syariah berdasarkan penjelasan diatas 

ialah dimana maqashid syariah adalah untuk mewujudkan kebaikan 

sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak 

mudharat. Istilah yang sepadan dengan inti dari maqashid syariah 

tersebut adalah maslahah, karena penetapan hukum dalam islam harus 

bermuara kepada maslahah. Allah sebagai syari‟ (yang menetapkan 

syari‟at) tidak menciptakan hukum dan aturan begitu saja. Akan tetapi 

hukum dan aturan tersebut diciptakan dengan tujuan dan maksud 

tertentu. 

b. Macam-macam Maqashid al-Syari’ah 

 Maqshid al-Syariah bisa dibagi berdasarkan dua kategori, yaitu 

dari sisi objeknya dan dari sisi kualitas maslahah yang ingin dicapai. 
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 Pertama, pembagian maqashid al-syariah dari segi objeknya. 

Menurut Muhammad Thahir ibn Asyur, dari segi objeknya maqashid al-

syari‟ah bisa dibagi menjadi tiga, yaitu:
46

 

a. Al-Maqashid al-„ammah (tujuan-tujuan umum), yaitu sesuatu yang 

dipelihara syara‟ serta diusahakan untuk dicapai dalam berbagai 

bidang sayriat. Tujuan umum syariat kembali kepada dua tujuan 

yang paling fundamental, yaitu dar‟u al-mafasid dan jalbu al-

mashalih. 

b. Al-Maqashid al-khashshah (tujuan-tujuan khusus), yaitu tujuan yang 

hendak dicapai syara‟ dalam topik tertentu, seperti tujuan yang 

hendak dicapai dalam hukum yang berkaitan dengan masalah 

perkawinan dan keluarga, tujuan yang hendak dicapai dalam hukum 

yang berkaitan dengan masalah ekonomi, tujuan yang hendak 

dicapai dalam hukum yang berkaitan dengan masalah mu‟amalah 

yang bersifat fisik dan lain sebagainya. 

c. Al-Maqashid al-juziyyah, yaitu tujuan yang ingin dicapai syara‟ 

dalam menetapkan hukum syara‟ yang bersifat parsial, seperti tujuan 

yang ingin dicapai syara‟ dalam mewajibkan shalat, mengharamkan 

zina, sesuatu yang membolehkan atau menjadi sebab bagi adanya 

hukum tentang sesuatu dan lain sebagainya.
47

 

 Kedua, pembagian maqashid syariah dari segi kualitasnya. Tujuan 

umum dari syariat adalah menjamin mashalih (kemaslahatan) bagi umat 
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manusia, baik  mashalih dunia maupun di akhirat. Dari segi kualitas 

mashalih yang ingin dicapai, maqashid al-syari‟ah dapat dibagi tiga, 

yaitu: 

a. Al-Mashlahah adh-dharuriyyah, ialah kemaslahatan memelihara 

kelima unsur pokok yang keberadaanya bersifat mutlak dan tidak bisa 

diabaikan. Kelima pokok yang harus dipelihara dan dijaga tersebut 

ialah agama (hifzh al-din), jiwa (hifzh al-nafs), akal (hifzh al-„aql), 

kehormatan (hifzh al-nasl), dan harta (hifzh al-mal). Tercapainya 

pemeliharaan kelima unsur pokok tersebut akan melahirkan 

keseimbangan dalam kehidupan keagamaan dan keduniaan. Jika 

kemaslahatan ini tidak ada, maka akan timbul kekacauan dalam hidup 

keagamaan dan keduniaan manusia. Akibat kelanjutan dari hal 

tersebut ialah, mereka akan kehilangan keselamatan dan kebahagiaan 

di akhirat.  

 Jika agama tidak ada dan manusia dibiarkan begitu saja, 

maka akan muncul masyarakat jahiliah, dan manusia hidup dengan 

penuh kekacauan. Oleh sebab itu, beriman, shalat, puasa, zakat dan 

haji disyariatkan untuk memelihara keberadaan agama. Selain itu 

disyariatkan juga hukum-hukuman yang ampuh mencegah perbuatan 

yang mengancam eksistensi agama. Misalnya hukuman mati bagi 

orang yang murtad dan memecah-belah jamaah, dan memerangi 

orang yang tidak mau membayar zakat. 
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 Jika eksistensi jiwa dan harta disia-siakan dan tidak dijamin, 

maka, kehidupan manusia menjadi tidak berarti lagi. Untuk menjamin 

eksistensi jiwa dan harta, maka disyariatkan hal-hal yang berkaitan 

dengan adat dalam kehidupan, seperti mengusahakan makan dan 

minum yang halal, serta pakaian dan tempat tinggal.  Untuk 

menghindari ancaman terhadap keberadaan jiwa dan harta, 

disyariatkan juga bermacam-macam hukuman, seperti hukuman 

qishash dan diyat terhadap pembunuh, hukuman had terhadap 

pencuri, dan mewajibkan seseorang untuk mengganti harta orang lain 

yang dirusak atau dimusnahkannya. 

 Jika akal tidak terpelihara, maka kita tidak mengenal yang 

dinamai dunia manusia, yang ada ialah dunia binatang. Akal itu 

sendiri bagian dari kehidupan jiwa. Oleh karena itu, aturan-aturan 

yang di syariatkan untuk menjamin eksistensi jiwa, sekaligus 

dimaksudkan untuk menjamin eksistensi akal. Sedangkan untuk 

mencegah terancamnya eksistensi akal, disyariatkan pula hukuman 

had bagi peminum khamar. 

Memelihara keturanan adalah bagaian dari kemaslahatan hidup 

manusia yang primer. Memeliharanya juga berarti memelihara 

kehidupan itu sendiri. Karena itu, agama Islam mensyariatkan akad 

nikah dan semua aturan yang berhubungan dengannya. Untuk 

menjaga keturunan dari berbagai ancaman, disyariatkan hukuman 

had bagi pelaku zina. 
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b. Al-Mashlahah al-hajiyyah, yaitu hal-hal yang dibutuhkan oleh 

manusia untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan, akan tetapi 

ketiadaanya tidak sampai mengacancam dan membahayakan 

kehidupan, tapi hanya akan mendatangkan kesulitan dan kesusahan. 

Contoh dari Al-mashlahah al-hajiyyah ini ialah, terdapatnya 

ketentuan tentang rukhsah (keringanan) dalam ibadah, seperti 

rukhsah shalat dan puasa bagi orang yang sedang sakit atau sedang 

berpergian (musafir). Dalam kehidupan sehari-hari, dibolehkan 

berburu binatang, menikmati makanan, minuman, pakaian, tempat 

tinggal, dan kendaraan yang baik, yang didapat dengan cara yang 

halal. Dan juga ketentuan syariat yang membolehkan seseorang 

melakukan utang piutang dan jual beli dengan cara panjar. Semua 

aturan-aturan tersebut tidaklah menjadi kebutuhan primer manusia, 

tetapi hanya bersift sekunder saja. Artinya, jika aturan-aturan tersebut 

tidak disyariatkan, tatanan kehidupan manusia tidak sampai rusak, 

tetapi mereka akan mengalami kesulitan untuk mewujudkannya. 

 Ada beberapa ayat dipergunakan oleh para ulama sebagai 

dalil untuk merumuskan keabsahan kebutuhan hajiyat ini, 

diantaranya: 

َ عَلٰى مَا ىَدٰ يرُيِْ  وُا اللَّّٰ ةَ وَلتُِكَبرِّ ُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلََ يرُيِْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۖ وَلتُِكْمِلُوا الْعِدَّ ىككُمْ دُ اللَّّٰ
نَ وَلَعَلَّكُمْتَشْكُرُوْ   
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Artinya: Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak 

menghendaki kesukaran bagimu. (QS. Al-Baqarah/ 2: 185).
48

 

 Maksud dari ayat ini ialah, agama Islam itu ringan dan 

mudah, baik dalam akhlak, aqidah, amal-amal ibadah, perintah dan 

larangannya. Setiap mukallaf akan merasa mampu melaksanakannya, 

tanpa kesulitan dan tanpa merasa terbebani. Aqidah islam itu ringan, 

akal tetapi diterima oleh akal sehat dan fitrah yang lurus. 

c. Al-Mashlahah at-Tahsiniyat, yaitu kebutuhan yang diwujudkan untuk 

menunjang kebutuhan dharuriyah dan hajiyat. Ketiadaan kebutuhan 

ini tidak menyebabkan terancamnya eksistensi kebutuhan dharuriyah, 

dan tidak pula mendatangkan kesulitan kepada umat manusia, 

melainkan dapat menyalahi kepatutan dan menurunkan martabat 

pribadi dalam masalah agama. 

 Contoh mashlahah tahsiniyyah di dalam ibadah adalah, 

adanya syariat menghilangkan najis, bersuci, menutup aurat, 

mendekatkan diri kepada Allah (taqarrub) dengan bersedekah dan 

melaksanakan perbuatan-perbuatan yang sunnah lainnya. Dalam 

memelihara diri atau jiwa manusia terikat dengan sopan santun, 

makan dan minum dalam batas kewajaran dan tidak berlebihan, 

dalam memelihara keturunan terikat dengan tata cara pergaulan 

rumah tangga, dalam memelihara akal dilarang berbagai perbuatan 

yang bisa mengganggu akal, seperti banyak mengkhayal. Dalam 
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memelihara harta ditetapkan berbagai batasan dan sopan santun 

dalam mendapatkan dan memanfaatkan harta. 

 Hubungan antara ketiga tingkatan keperluan dan 

perlindungan inidijelaskan oleh al-Syatibi sebagai berikut: 

1. Al-daruriyyat adalah dasar bagi al-hajiyyat dan al-tahsiniyyat. 

2. Kerusakan al-daruriyyat akan menyebabkan kerusakan seluruh 

al-hajiyyat dan al-tahsiniyyat. 

3. Kerusakan seluruh al-hajiyyat atau kerusakan seluruh al-

tahsiniyyatakan mengakibatkan kerusakan sebagian al-daruriyyat. 

4. Keperluan dan perlindungan al-hajiyyat dan al-tahsiniyyat perlu 

dipelihara untuk kelestarian al-daruriyyat.
49

 

 Dengan uraian di atas terlihat bahwa al-daruriyyat adalah 

pokok dan landasan bagi dua keperluan dan perlindungan ditingkat 

bawahnya.Keberadaan dua yang terakhi (al-hajiyyat dan al-

tahsiniyyat) tergantung penuh kepada al-daruriyyat, dengan arti 

kalau yang pertama tidak ada maka dua yang dibawahnya menjadi 

tidak bermanfaat. Adapun keberadaan al-daruriyyat tidak 

bergantung kepada dua yang dibawahnya, dengan arti kalaupun dua 

yang dibawahnya tidak ada sama sekali, al-daruriyyat masih akan 

tetap ada, walaupuntidak dalam bentuk yang sempurna, jadi 

keberadaanya tidak tergantung kepada dua yang dibawahnya, tetapi 
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untuk kesempurnaan al-daruriyyat, maka al-hajiyyat dan al-

tahsiniyyat harus dipelihara dan diusahakan penyempurnaannya.
50

 

Maqashid syariahmemandang perkawinan merupakan hal yang 

memuat tiga hal yaitu; memelihara agama (hifz al-Din), keturunan 

(hifz al-Nasl) dan jiwa (Hifz al-Nafs). Perkawinan dapat dikatakan 

memelihara agama dilihat dari sisi bahwa disamping kebutuhan dan 

fitrah manusia, perkawinan juga merupakan ibadah serta dalam 

rangka individu dari kemaksiatan, zina dan tindak asusila yang 

diharamkan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

 Penelitian ini tergolong jenis penelitian lapangan atau metode 

penelitian jenis kualitatif maka sumber data yang dikumpulkan adalah 

data yang diperoleh dengan cara wawancara dengan pihak yang 

bersangkutan. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di Desa Pongkar, Kabupaten 

Karimun.Adapun alasan penulis memilih lokasi ini karena ingin melihat 

bagaimana pendapat masyarakat Desa Pongkar kabupaten Karimun 

terhadap keharusan perceraian di depan sidang pengadilan. Oleh karena 

itu penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut. 

 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Pongkar Kab. 

Karimun yang melakukan perceraian tidak di depan sidang Pengadilan.  

2. Objek Penelitian 

Objek yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah pendapat 

masyarakat Desa Pongkar Kabupaten Karimun tentang keharusan 

perceraian di depan sidang pengadilan. 
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C. Populasi dan Sample 

 Populasi adalah keseluruhan subjek yang diteiliti generalisasi hasil 

penelitian.Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah masyarakat 

Desa Pongkar kecamatan Tebing kabupaten Karimun yang telah melakukan 

perceraian tidak di depan sidang Pengadilan.  

Penulis mengambil 5 orang perwakilan dari pasangan yang melakukan 

perceraian tidak di depan sidang Pengadilan sebagai sampel. Dalam 

pengambilan sampel ini, penulis menggunakan metode purposife sampling 

yaitu memilih orang-orang tertentu yang dianggap mewakili populasi.  

D. Sumber Data 

1. Data Primer 

Adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari 

sumber asli.Sumber data primer didapat untuk menjawab pertanyaan-

pertanyaan peneliti. Data primer dapat berupa opini subyek orang secara 

individu maupun kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda(fisik).
51

 

Adapun sumber data primer pada penelitian ini langsung dari Masyarakat 

Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun. 

2. Data Sekunder 

Adalah data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak 

langsung melalui pihak media perantara(diperoleh dan dicatat oleh pihak 

lain). Data sekunder pada umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan 
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historis yang telah tersusun dalam arsip(data documenter) yang 

dipublikasikan maupun  tidak dipubliksikan.
52

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk pengumpulan data yang akurat dengan guna mengungkapkan 

permasalahan dala penelitian ini, teknik pengumpulan data yang penulis 

gunakan adalah sebagai berikut : 

1. Observasi  

Observasi adalah suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati 

secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Observasi ialah suatu 

kegiatan yang mencari data yang dapat digunakan untuk memberi suatu 

kesimpulan.penulis melakukan pengamatan langsung ke Masyarakat 

Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun terhadap kejadian 

yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

melalui tatap muka dan tanya jawab langsung dengan beberapa 

narasumber berupa pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya mengarahkan 

objek kajian penelitian. 

3. Studi pustaka 

Yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah 

terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-

laporan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang 
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akandiselesaikan. Teknik ini digunakan untuk menelaah buku-buku 

referensi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik Analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik deskriptif 

kualitatif.Dalam penelitian kualitatif, data yang muncul lebih banyak 

berwujud kata-kata, bukan angka. Maka analisa data proses menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh hasil dari wawancara, dan membuat 

kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain. 

 

G. Teknik Penulisan 

Setelah data diperoleh dengan menggunakan teknis di atas, maka 

disusunlah data tersebut dengan menggunakan metode-metode sebagai 

berikut: 

1. Deduktif 

yaitu dengan mengumpulkan kaidah-kaidah yang umum, kemudian 

diuraikan dengan mengambil kesimpulan khusus. 

2. Deskiptif  

yaitu suatu uraian penulisan yang menggambarkan secara utuh dan apa 

adanya tanpa mengurangi dan menambahnya sekalipun sesuai dengan 

keadaan-keadaannya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah melakukan pembahasan dan menguraikan pokok-pokok yang 

menjadi rumusan masalah mengenai analisis pendapat masyarakat desa 

pongkar kabupaten karimun terhadap keharusan perceraian di depan sidang 

pengadilan dengan tinjauan dari maqashid syari‟ah, maka dapat disimpulkan: 

1. Masyarakat desa Pongkar yang melakukan perceraian tidak di depan 

sidang Pengadilan berpendapat bahwa hukum cerai yang dilakukan tidak 

di depan sidang pengadilan adalah sah jika dilihat dari sudut pandang 

agama. Menurut mereka, perceraian yang sah ialah perceraian yang sudah 

sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Yaitu perceraian yang telah 

memenuhi syarat dan rukun cerai memiliki akibat hukum yang mengikat.  

2. Tinjauan Maqashid Syari‟ah terhadap keharusan perceraian di depan 

sidang Pengadilanuntuk menjaga agar dampak buruk dari perceraian tidak 

berakibat terhadap pihak-pihak yang bercerai. 

B. Saran-saran 

1. Untuk masyarakat Desa Pongkar agar lebih memahami tentang 

pentingnya perceraian di depan sidang pengadilan Agama dan 

mempertimbangkan akibat ataudampak negatif apa saja yang dapat 

ditimbulkan jika melakukan perceraian tidak di depan sidang pengadilan. 

2. Hendaklah bagi masyarakat yang akan melakukan perceraian agar 

mengikuti aturan yang telah ditetapkan dengan mengurus perceraian di 
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pengadilan Agama, dan tidak melakukan perceraian hanya mengikuti 

aturan Agama agar terhindar dari dampak buruk terhadap pihak-pihak 

yang terlibat dalam perceraian. 
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